
BUPATITULUNGAGUNG 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG 

NOMOR 62 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2017 

TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

Menimbang 

Mengingat 

DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATITULUNGAGUNG, 

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan 

penyampaian Lamporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada 

apliksi dan atau laman situs KPK, maka perlu merubah kembali 

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 32 Tahun 2017 ten tang 

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkup 

Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

3 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negar~ 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 
5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718); 

7 . Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan 
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 
Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572); 

8 . Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 
2016 tentang Pembetukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 2 Seri D) ; 

9 . Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 
2019 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah Ka bu paten 
Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 
2019 Nomorl Seri E); 

10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 32 Tahun 2017 tentang 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkup 
Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten 
Tulungagung Tahun 2017 Nomor 33) , sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati 
Tulungagung Nomor 43 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten 
Tulungagung Tahun 2021 Nomor 44); 

11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 77 Tahun 2019 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten 
Tulungagung Tahun 2019 Nomor 78); 



Menetapkan 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN 
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUP 

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungangug Nomor 32 

tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 
di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati 

Tulungagung Nomor 43 Tahun 2021 diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

Pejabat Wajib Lapor di Lingkup Pemerintah Kabupaten 
Tulungagung yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas; 

a . Bupati; 

b. Wakil Bupati; 

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; 

d. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat; 

e. Auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah 
(P2UPD); 

f . Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dengan Nominal diatas 1 

milyar 

g. Direksi dan Komisaris pada Badan U saha Milik Daerah. 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 4 

(1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk Unit 
Pengelola LHKPN. 

(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri dari : 

a. Koordinator LHKPN: 

1. Sekretaris Daerah 

2. Inspektur 
b . Admin Instansi: Kepala BKPSDM 

c. Admin Unit Kerja: 

1. Sekretaris BKPSDM 

2. Analis Perencana Ahli Muda pada BKPSDM 
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3. Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada 
BKPSDM. 

(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Koordinator LHKPN: 

1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut: 

a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam 

menyampaikan dan mengumumkan LHKPN; 

b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Admin 

Instansi dalam melakukan pengelolaan LHKPN; dan 

c) pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN baik kepada 

Penyelenggara Negara maupun Unit Pengelola LHKPN. 

2 . mengingatkan Pejabat Wajib LHKPN untuk mematuhi 

kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan 

3 . mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat 

Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta 

Kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati. 

b . Admin Instansi: 

1. melakukan validasi/pemutakhiran terhadap data 

kepegawaian mengenai perubahan data Wajib LHKPN di 

lingkungan instansinya (pertama kali menjabat 

mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang 

disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali 

kepada KPK; 

2 . menunjuk admin unit kerja; dan 

3 . pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan 

teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN. 

c . Admin Unit Kerja: 

1. Mengelola aplikasi e-LHKPN di Lingkup Pemerintah 

Kabupaten Tulungagung; 

2 . Membuat akun Pejabat Wajib LHKPN; dan 

3 . membuat dan/ atau pemutakhiran data Pejabat Wajib 

LHKPN. 

3 . Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 12 

(1) Pejabat Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika 
tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat yang terdiri 

atas: 
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a . penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) 
tahun; 

b . pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat 

lebih rendah;dan/ atau 

c. pembebasan dari jabatan. 

(2) Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil, jika tidak 

menyampaikan LHKPN, diberikan sanksi berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Tulungagung. 

Diundangkan · Tulungagung 

pada tanggal 7 uni 2022 

SEKRETARIS ERAH 

Drs. SUKAJI. M.Si 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19640119 198508 1 003 

Ditetapkan di Tulungagung 

pada tanggal 7 Juni 2022 

J BUPATITU UNGAGUNG, ,..-

(i. MARYOTO BIROWO 

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 6, 


